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A.	 Pendahuluan

Dengan semakin maraknya dunia bisnis, tidak bisa dielakkan lagi 
adanya kebutuhan dana yang diperlukan baik oleh kalangan usahawan 
perseorangan maupun usahawan yang tergabung dalam suatu badan hukum, 
di dalam mengembangkan usahanya maupun di dalam meningkatkan mutu 
produknya, sehingga dapat dicapai suatu keuntungan yang memuaskan 
maupun tingkat kebutuhan bagi kalangan lainnya. Untuk mendapatkan 
dana tersebut, saat ini semakin banyak orang mendirikan suatu lembaga 
pembiayaan yang bergerak di bidang penyediaan dana ataupun barang yang 
akan dipergunakan oleh pihak lain di dalam mengembangkan usahanya. 
Awal mulanya keberadaan dibutuhkannya lembaga pembiayaan, pertama 
kali disebutkan di dalam Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tanggal 
20 Desember 1988, dan dijabarkan lebih lanjut melalui Keputusan Menteri 
Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang 
ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. 
1.	 Pengertian
	 Menurut Pasal 1 Kepres di atas dijelaskan bahwa yang dimaksudkan 

dengan lembaga pembiayaan adalah suatu badan usaha yang di 
dalamnya melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan 
dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung 
dari masyarakat barang modal1.

1Lihat Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 Pasal 1 butir 2. 
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	 Pengertian Lembaga Pembiayaan adalah Keputusan Menteri Keuangan 
RI No. 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan, 
memberikan pengertian lembaga pembiayaan sebagai suatu kegiatan 
pembiayaan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi 
konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan 
secara angsuran atau berkala oleh konsumen2. Berdasarkan definisi 
tersebut dapat ditegaskan bahwa sebenarnya antara kredit konsumsi 
dengan pembiayaan konsumen sama saja. Hanya pihak pemberi 
kreditnya yang berbeda.

2.	 Perkembangan Lembaga Pembiayaan Di Indonesia
	 Dalam perkembangannya dewasa ini keberadaan lembaga perbankan 

tidak mencukupi kebutuhan akan dana yang sangat dibutuhkan oleh 
masyarakat. Oleh karena itu diperlukan adanya alternatif pembiayaan 
lainnya selain bank. Adanya alternatif pembiayaan lainnya dimaksud 
dibutuhkan mengingat akses untuk mendapatkan dana dari bank sangat 
terbatas. Mengantisipasi hal tersebut, maka pemerintah pada tahun 
1988 melalui Kepres Nomor 61 Tahun 1988 membuka peluang bagi 
berbagai badan usaha untuk melakukan kegiatan-kegiatan pembiayaan 
sebagai alternatif lain untuk menyediakan dana guna menunjang 
pertumbuhan perekonomian Indonesia.

	 Kegiatan-kegiatan pembiayaan tersebut dilakukan oleh suatu lembaga 
yang namanya lembaga pembiayaan. Melalui lembaga pembiayaan 
dimaksud para pelaku bisnis bisa mendapatkan dana atau modal yang 
dibutuhkan. Keberadaan lembaga pembiayaan ini sangat penting, karena 
fungsinya hampir mirip dengan bank. Dalam prakteknya sekarang ini 
lembaga pembiayaan banyak dimanfaatkan oleh pelaku bisnis ketika 
membutuhkan dana atau barang modal untuk kepentingan perusahaan. 
Sejalan dengan itu pemerintah sejak tahun 1988 pemerintah telah 
menempuh berbagai kebijakan untuk lebih memperkuat sistem 
lembaga keuangan nasional melalui pengembangan dan perluasan 
berbagai jenis lembaga keuangan, di antaranya lembaga pembiayaan, 
dengan tujuan memperluas penyediaan pembiayaan alternatif bagi 
dunia bisnis/usaha sejalan dengan semakin meningkatnya kebutuhan 
dana untuk menunjang kegiatan usaha.

2Lihat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 448/KMK.017/2000 tentang 
Perusahaan Pembiayaan Pasal 5.
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B.	 Jenis-jenis Lembaga Pembiayaan

Adapun bidang-bidang usaha yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan 
antara lain meliputi bidang-bidang seperti3:
1.	 Sewa guna usaha (Leasing);
2.	 Usaha Kartu Kredit;
3.	 Modal ventura;
4.	 Pembiayaan Konsumen;
5.	 Perdagangan surat berharaga;
6.	 Anjak Piutang (Factoring)

Di dalam melakukan bidang-bidang usaha tersebut, tentunya akan 
dilakukan oleh suatu badan usaha, yang biasanya dilakukan oleh perusahaan 
dengan bentuk PT ( Perseroan Terbatas ). Untuk itu perlu diketahui satu 
persatu apa arti dari perusahaan yang bergerak pada masing-masing usaha 
di atas. Pengertian dari masing-masing bidang usaha tersebut adalah sebagai 
berikut:
a.	 Perusahaan sewa guna usaha (leasing company) adalah badan usaha 

yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang 
modal baik secara finance lease maupun operating lease untuk digunakan 
oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan 
pembayaran secara berkala.

b.	 Perusahaan modal ventura (ventura capital company) adalah badan usaha 
yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke 
dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (investee 
company) untuk jangka waktu tertentu.

c.	 Perusahaan perdagangan surat berharga (securities company) adalah 
badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk 
perdagangan surat berharga.

d.	 Perusahaan anjak piutang (factoring company) adalah badan usaha 
yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau 
pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu 
perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.

e.	 Perusahaan kartu kredit (credit card company) adalah badan usaha yang 
melakukan usaha pembiayaan untuk membeli barang dan jasa dengan 
menggunakan kartu kredit.

3Lihat Pasal 2 ayat (1) Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988.
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f.	 Perusahaan pembiayaan konsumen (consumers finance company) adalah 
badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk 
kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau 
berkala.

1.	 Sewa Guna Usaha (Leasing)
Kata leasing sebenarnya berasal dari kata to lease (bahasa Inggris) yang 

berarti menyewakan. Leasing sebagai suatu jenis kegiatan dapat dikatakan 
masih baru atau muda dalam kegiatan yang dilakukan di Indonesia, yaitu 
baru dipakai pada tahun 1974. Di Indonesia sendiri sudah ada beberapa 
perusahaan leasing yang statusnya suatu lembaga keuangan non-bank.

Fungsi leasing sebenarnya hampir setingkat dengan bank, yaitu sebagai 
suatu sumber pembiayaan jangka menengah (dari satu tahun hingga 
lima tahun). Ditinjau dari segi perekonomian nasional. Leasing telah 
memperkenalkan suatu metode baru untuk memperoleh capital equipment 
dan menambah modal kerja.

Sampai saat ini belum ada undang-undang khusus yang mengatur 
tentang leasing. Namun demikian, praktek bisnis leasing telah berkembang 
dengan cepat, dan untuk mengantisipasi kebutuhan agar secara hukum 
menpunyai pegangan yang jelas dan pasti, pada tahun 1971 telah dikeluarkan 
Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan 
Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor: kep-122/MK/IV/1/1974; No. 
32/M/SK/2/1974 dan No. 30/Kpb/I/1974, tertanggal 7 Februari 1974.

Menurut keputusan bersama di atas, yang dimaksudkan dengan leasing 
adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan 
barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan, untuk suatu 
jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran secara berkala disertai 
dengan hak pilih (optie) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-
barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing 
berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama.

Seperti diuraikan di atas, kegiatan leasing dapat dilakukan secara finance 
maupun secara operating lease.
1.	 Finance lease artinya kegiatan sewa guna usaha di mana penyewa guna 

usaha pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli 
objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama. 

2.	 Operating lease adalah kegiatan sewa guna usaha di mana penyewa guna 
usaha tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna 
usaha.
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Sebelum memulai kegiatan usaha di bidang leasing ini, akan didahului 
dengan suatu kontrak antara pihak penyewa dan pihak yang menyewa. 
Dengan demikian dalam usaha leasing tentunya terdapat pihak-pihak yang 
bersangkutan dalam perjanjian leasing yang terdiri dari:
a.	 Lessor, yaitu pihak yang menyewakan barang, dapat terdiri dari beberapa 

perusahaan. Pihak penyewa ini disebut juga sabagai investor, equity 
holders, owner participants atau trusters owners.

b.	 Lesse, yaitu pihak yang menikmati barang terebut dengan membayar 
sewa guna yang mempunyai hak opsi.

c.	 Kreditur atau Lender atau disebut juga debt holders atas loan participants 
dalam transaksi leasing. Mereka umumnya terdiri dari bank, insurance 
company (perusahaan asuransi), trust, yayasan.

d.	 Supplier, yaitu penjual dan pemilik barang yang disewakan. Supplier ini 
terdiri dari perusahaan (manufactures) yang berada di dalam negeri atau 
yang mempunyai kantor pusat di luar negeri.

2.	 Modal Ventura
Dengan banyaknya paket deregulasi yang telah dikeluarkan oleh 

pemerintah dewasa ini, pada dasarnya mempunyai inti untuk memudahkan 
dan memberi peluang untuk mengembangkan perekonomian dan memacu 
pertumbuhan ekonomi dalam segala sektor terutama sektor-sektor yang 
menurut pengamatan pemerintah cukup produktif untuk dimanfaatkan.

Salah satu dari sekian banyak deregulasi adalah munculnya satu 
lembaga pembiayaan baru dengan nama modal ventura (ventura capital). 
Modal ventura merupakan salah atu alternatif yang dapat dimanfaatkan 
oleh suatu perusahaan, karena seperti diketahui bahwa pemerintah sudah 
membuat suatu komitmen dan rencana yang menyangkut pembangunan 
jangka panjang (PJPT tahap II), yang selalu dan senantiasa berupa 
mempertahankan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan 
dengan asas trilogi pembangunan yang menekankan kepada pertumbuhan, 
pemerataan, dan stabilitas nasional, karenanya segala sarana penyediaan 
dana terus diperluas termasuk mengoptimalkan peranan dan lembaga 
pembiayaan.

Secara resmi, lembaga modal ventura baru ada di Indonesia sejak 
adanya Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Yang 
diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1252/
KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan tata cara pelaksanaan Lembaga 
pembiayaan. Ketentuan di atas merupakan landasan berpijak yang cukup 
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kuat dan merupakan satu-satunya peraturan pelaksanaan yang ada bagi para 
pemodal (investor) yang ingin melakukan usaha atau bisnisnya.

Yang dimaksud dengan perusahaan modal ventura (ventura capital 
company) adalah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan 
dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan 
usaha (invester company) untuk jangka panjang waktu tertentu. Sedangkan 
yang dimaksud dengan perusahaan pasangan usaha ( PPU) adalah suatu 
perusahaan yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal 
dari perusahaan modal ventura (PMV).

Lembaga modal ventura juga merupakan suatu alternatif lembaga 
pembiayaan lain di luar bank. Dikatakan demikian karena memang lembaga 
ini di dalam memberikan dananya bagi pihak lain berbeda dengan bank. 
Lembaga modal ventura tidak memerlukan benda jaminan (collacteral) untuk 
dapat mengeluarkan dananya. Sedangkan bank dalam memberikan kreditnya 
mewajibkan nasabahnya untuk memberikan jaminan yang diperlukan 
sebagai suatu syarat yang wajib.

Seperti diketahui tidak semua pihak dapat dan selalu mudah 
menyediakan benda jaminan (collacteral) untuk bisa mendapatkan dananya 
di dalam mengembangkan usahanya terlebih para pengusaha menengah 
dan kecil.

Jenis pembiayaan yang dialkukan modal ventura dapat dibedakan atas 
3 (tiga macam), yaitu sebagai berikut:
a.	 Conventional Loan, pinjaman jenis ini bisa diberikan tanpa jaminan dan 

bisa pula disertai dengan jaminan.
b.	 Conditional Loan, dalam model ini, modal ventura turut menikmati 

laba, bila proyek yang dibiayai menanggung keuntungan dan turut pula 
menanggung rugi seandainya perusahaan yang dibiayainya ternyata 
mengalami kerugian.

c.	 Equity Investment, yaitu modal ventura yang menyertakan saham untuk 
mendukung kegiatan perusahaan yang baru berdiri dan antara modal 
ventura dengan perusahaan yang dibiayai terjalin kerja sama di bidang 
manajemen.

Untuk Indonesia tampaknya saat ini belum ada perbedaan yang jelas 
dari ketiga jenis modal ventura tersebut. Selain itu jangka waktunyapun 
masih dibatasi sampai 10 tahun saja.

Hubungan antara perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan 
usaha in sebenarnya juga merupakan hubungan kepercayaan (trust) antara 
kedua belah pihak. Kepercayaan ini merupakan landasan yang kuat dari 
segala kerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
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3.	 Anjak Piutang
Lembaga anjak piutang atau factoring merupakan lembaga pembiayaan 

yang dalam melakukan usaha pembiayaannya dilakukan dalam bentuk 
pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan 
jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar 
negeri. Pada jasa factoring terbagi dalam 2 (dua ) bagian, yaitu jasa keuangan 
dan jasa non-keuangan. Dalam hal jasa keuangan biasanya perusahaan faktor 
dapat memberi pre-financing sampai 80% dari piutang dagang. Sedangkan 
untuk jasa non-financing, perusahaan faktor melayani pengelolaan kredit 
bagi kepentingan klien.

Lembaga anjak piutang yang lebih dikenal dengan sebutan factoring ini 
merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang diperlukan dalam dunia 
bisnis. Usaha anjak piutang sebenarnya sudah dikenal sejak 2.000 tahun 
yang lalu. Pada saat itu bentuk usaha factoring memang masih sederhana. 
Pihak faktor biasanya bertindak sebagai agen penjualan yang sekaligus 
pemberi perlindugnan kredit. Kegiatan semacam ini dikategorikan sebagai 
general factoring.

Tampaknya belum banyak kalangan pengusaha di Indonesia yang 
memanfaatkan jasa factoring dalam mendukung usahanya, baik itu transaksi 
ekspro-impor maupun masalah pendanaan lainnya. Dalam praktek baru 
pengusaha besar jasa yang memanfaatkan jasa ini.

Factoring memang tidak dikenal dalam sistem hukum dagang dan 
hukum perdata Indonesia. Akan tetapi mengingat hukum perdata sendiri 
memperbolehkan kebebasan berkontrak berdasarkan Pasal 1338 KUPerdata 
praktek usaha factoring ini tentu saja sah. Oleh karena usaha factoring ini 
masih baru, serta belum kuatnya landasan hukum, tentu merupakan salah 
satu kendala yang menghambat perkembangan usaha factoring.

Umumnya perusahaan factoring mendapatkan keuntungan dari segi 
biaya yang dikenakan, yang besarnya antara 3% dari jumlah piutang yang 
dibeli. Akan tetapi, besar kecilnya persentase, tergantung pula dari mudah 
tidaknya piutang tersebut ditagih, dan berat tidaknya risiko bagi pihak penagih 
manakala menagih utangnya. Sedangkan keuntungan bagi pihak penjual 
piutang (kreditur dari pihak terutang), jelas akan memudahkan kelancaran 
jalannya usaha, yaitu karena mengalirnya dana secara terus-menerus.

4.	 Usaha Kartu Kredit
Perusahaan kartu kredit (credit card company) adalah badan usaha yang 

melakukan usaha pembiayaan untuk membeli barang dan jasa dengan 
menggunakan kartu kredit.
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Kartu kredit yang lebih dikenal dengan credit card ini adalah suatu kartu 
plastik yang berukuran hampir sama dengan ukuran KTP, yang diterbitkan 
oleh issuer (penerbit) dan dipergunakan oleh cardholder (pemegang 
kartu) dan berfungsi sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai dan 
pihak penerima adalah kaum usahawan/pedagang (merchant) yang telah 
ditentukan oleh penerbit. Selain itu credit card-pun dapat diuangkan oleh 
pemegangnya kepada penerbitnya.

Pada kartu kredit, setiap transaksi atau pencairan yang dilakukan 
pemegang kartu kredit tersebut cukup dengan menunjukkan kartu kreditnya 
untuk dicatat dan diperiksa kebenarannya. Sedangkan kartu kreditnya tetap 
dikembalikan kepada pemegangnya, dan sama sekali tidak dapat dipindah-
pindahkan kepada pihak lain.

Penerbitan kartu kredit itu sendiri sebenarnya merupakan satu 
pemberian fasilitas kredit oleh suatu bank penerbit kepada pemegang 
kartu. Pemberian fasilitas ini tidaklah berdasarkan akte-akte secara otentik 
melainkan hanya dengan akte-akte di bawah tangan dan tidak mutlak harus 
ada jaminan kredit. Akan tetapi bukan berarti kartu kredit mudah diperoleh 
oleh siapa saja, melainkan harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang 
sangat selektif yang ditentukan oleh penerbit. Selain itu transaksi-transaksi 
yang dilakukan oleh pemegang kartu kredit dapat melampaui pagu kredit 
bahkan dapat melampaui jumlah jaminan (depositonya), sehingga tidak 
cukup mengover kreditnya, maka kebonafiditas pemegang kartu kredit akan 
merupakan syarat yang sangat penting.

Dengan memperhatikan kondisi di atas, tampak bahwa hukum yang 
berlaku yang mengatur masalah kartu kredit adalah hukum kebebasan 
berkontrak antara para pihak berlandaskan Pasal 1338 KUPerdata dikatakan 
demikian oleh karena belum ada pengaturan yang khusus yang mengatur 
masalah kartu kredit tersebut.

Sekalipun belum ada dasar hukum yang akan menjamin kepastian hukum 
yang khusus mengatur masalah kartu kredit ini, tidak menjadikan hambatan 
bagi masyarakat untuk melakukan transaksi-transaksi bisnis sehari-hari. 
Kesemuanya ini tentu dilandasi oleh itikad baik masing-masing pihak untuk 
bertransaksi dan menghindarkan kemungkinan sengketa atau perselisihan.

5.	 Pembiayaan Konsumen
Lembaga pembiayaan konsumen (consumers finance) adalah suatu 

lembaga yang dalam melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk 
kebutuhan konsumen dilakukan dengan sistem pembayaran secara angsuran 
atau berkala.
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Bila ada seseorang yang menginginkan barang-barang konsumen 
seperti mobil, pesawat tv, radio, tape recorder, lemari es, tempat tidur, dan 
lain sebagainya, sementara penghasilannya tidak cukup untuk membeli 
secara lunas, maka tidak perlu kecil hati. Sebab telah ada sebuah lembaga 
yang dinamakan lembaga pembiayaan konsumen (consumers finance) yang 
dapat membantu seseorang untuk mendapatkan barang-barang konsumsi 
tersebut. Lembaga pembiayaan konsumen ini akan memberikan kemudahan 
bagi mereka yang memiliki dana tersebut, bahkan kemudahannya melebihi 
kemudahan yang diberikan oleh bank.

Kehadiran lembaga pembiayaan konsumen ini sebenarnya secara informal 
sedah tumbuh sejak lama sebagai bagian dari aktivitas trading. Namun 
secara formal baru diakui sejak tahun 1988 melalui SK Menteri Keuangan 
Nomor 1251/KMK.013/1988 yang secara formal mengangkat kegiatan usaha 
pembayaran ke permukaan, sebagai bagian resmi sektor jasa keuangan.

Lembaga pembiayaan konsumen in berbeda dengan bank, walaupun 
kedua-duanya merupakan sumber dana yang diperlukan seseorang. Bila 
pembiayaan konsumen akan melihat barang-barang apa saja yang dibiayai. 
Maka pada kredit bank, pihak bank cukup memandang siapa konsumen yang 
akan mendapat bantuan dana. Kedua lembaga ini mempunyai kesamaan 
seperti, objeknya sama yaitu barang-barang konsumsi, dan mengenakan 
bunga sebagai biaya.

Bahwa setiap konsumen menginginkan adanya kemudahan, keringanan, 
pelayanan yang cepat, waktu yang singkat, prosedur yang tidak birokratis 
dan tidak berbelit-belit. Oleh karena itu, beberapa hal akan menjadi 
pertimbangan bagi konsumen untuk memilih lembaga pembiayaan mana 
yang dapat membantu untuk mendapatkan barang-barang konsumen yang 
akan dipergunakan, yaitu antara lain sebagai berikut:
(a)	 Persyaratan yang tidak rumit;
(b)	 Proses penelitian konsumen oleh bank/lembaga keuangan;
(c)	 Jangka waktu untuk memutuskan;
(d)	 Uang muka yang diminta banyak atau sedikit;
(e)	 Jangka waktu pembayaran yang dimungkinkan. Sebab konsumen ada 

yang minta waktu pendek, dan ada yang minta jangka panjang;
(f)	 Berapa jumlah rupiah yang dapat diberikan;
(g)	 Berapa suku bunga yang ditawarkan, apakah cukup kompetitif/bersaing 

atau tidak;
(h)	 Adakah biaya-biaya lain seperti biaya administrasi, provisi, notaris, 

dan lain lain.
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C.	 Hubungan-Hubungan Bisnis

1.	 Pendahuluan
Di dalam melaksanakan kegiatan bisnis sehari-hari, ternyata dapat 

dilakukan dengan berbagai macam cara. Ada yang melakukannya dengan 
bekerja sama dengan pihak lokal dan ada pula yang melakukannnya dengan 
pihak asing. Ada yang melakukannya untuk pribadi, dan ada pula yang 
melakukannya untuk kepentingan perusahaan.

Hubungan-hubungan bisnis demikian tentunya dilakukan karena 
mempunyai kepentingan dan tujuan sendiri-sendiri. Secara pasti, tujuan 
mereka melakukan hubungan bisnis tidak lain dimaksudkan untuk saling 
mencari keuntungan satu sama lain. Selain itu ada tujuan lain seperti untuk 
mempercepat proses pemasaran produknya ke masyarakat luas. Ada pula 
yang bertujuan membantu pihak lain karena tidak diizinkannya pihak lain 
memasarkan produknya secara langsung di suatu Negara. Namun ada pula 
yang melakukannya karena ketidakmampuan untuk berbisnis, ataupun 
masalah permodalannya. Serta tujuan-tujuan lainnya4. 

Sebagai contoh dalam bisnis franchise, para pihak berhubungan dengan 
maksud selain untuk memasarkan produk bisnis franchise, juga di lain pihak 
karena adanya pihak lain yang tidak mempunyai modal. Demikian pula 
dengan hubungan bisnis yang berbentuk joint venture. Bisnis ini merupakan 
kerja sama antara dua pihak karena adanya saling kepentingan masing-
masing pihak.

Untuk memperjelas arti hubungan bisnis dan beragamnya bentuk 
hubungan bisnis, pada bab ini akan diuraikan beberapa hubungan bisnis 
yang cukup menarik dan selalu menjadi pembicaraan masyarakat luas serta 
sering menjadi telaah lebih lanjut, yaitu hubungan bisnis dalam bentuk 
keagenan/distributor, franchise, joint venture, dan usaha bangun guna serah 
atau lebih dikenal dengan nama BOT (Built Operate and Transfer).

2.	 Jenis-Jenis Hubungan Bisnis

a.	 Keagenan atau Distributor

Latar belakang terjadinya hubungan bisnis keagenan ini disebabkan oleh 
adanya pihak luar negeri yang tidak diperbolehkan untuk menjual barangnya 

4Abd Thalib (2016), Perkembangan Hukum Kontrak Modern (Business Edition), 
UIR PRESS, Pekanbaru, hal. 113.
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(produksinya) secara langsung, baik ekspor/impor ke Indonesia. Untuk 
itu pihak asing yang biasa disebut dengan prinsipal harus menunjuk agen-
egennya atau perwakilannya di Indonesia untuk memasarkan produknya.

Hubungan bisnis dengan nama keagenan dan dengan nama distributor 
adalah berbeda. Namun dalam praktek bisnis sehari-hari keduanya biasa 
digabungkan. Bila seseorang/badan bertindak sebagai agen, berarti ia 
bertindak untuk dan atas nama prinsipal. Sedangkan bila seseorang/badan 
bertindak sebagai distributor, berarti ia bertindak untuk dan atas nama 
dirinya sendiri.

Dalam kegiatan bisnis, keagenan biasanya diartikan sebagai suatu 
hubungan hukum di mana seseorang/pihak agen diberi kuasa bertindak 
untuk dan atas nama orang/pihak prinsipal untuk melaksanakan transaksi 
bisnis dengan pihak lain. Jadi kriteria utama untuk dapat dikatakan adanya 
suatu keagenan adalah wewenang yang dipunyai oleh agen tadi yang 
bertindak untuk dan atas nama prinsipal.

Sedangkan, seorang distributor tidak bertindak untuk dan atas nama 
pihak yang menunjuknya sebagai distributor (biasanya supplier, atau 
manufacture). Seorang distributor bertindak untuk dan atas nama sendiri.

Pertanyaan berikutnya adalah apakah perbedannya antara agen/
distributor dengan makelar dan komisioner? Makelar (broker) adalah 
seorang yang pekerjaannya adalah bertindak sebagai perantara dalam suatu 
transaksi bisnis antara pihak-pihak yang tersangkut. Makelar di sini tidak 
mempunyai wewenang untuk bertindak dan atas nama salah satu pihak 
dalam suatu transaksi. Sedangkan apabila seseorang ingin melaksanakan 
jual beli, baik jual beli barang ataupun jasa melalui perantara, dengan 
memberikan kuasa kepada perantara tadi untuk bertindak atas namanya 
tapi atas tanggungjawab sendiri dengan menerima komisi atas jasa-jasanya, 
perantara tadi disebut dengan komisioner.

Dalam perjanjian bisnis yang diadakan antara agen/distributor dengan 
prinsipalnya, biasanya dilakukan dengan membuat suatu kontrak tertulis 
yang isinya ditentukan oleh para pihak sesuai dengan kepentingan para 
pihak tersebut, asal saja tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan 
sesuai Pasal 1338 KUHPerdata.

Seorang prinsipal, misalnya, dapat menunjuk seseorang untuk menjadi 
agennya dengan hanya berisi beberapa baris kalimat saja. Si agen kemudian 
membubuhkan tanda tangannya sebagai tanda telah mengetahui dan 
menerima adanya penunjukkan dirinya sebagai agen dari prinsipal tersebut.

Apabila agen/distributor ingin mengalihkan haknya kepada pihak lain 
sebagain maupun seluruhnya, tentu dibolehkan sesuai dengan isi Pasal 1338 
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KUHPerdata mengenai hal kebebasan berkontrak. Di sini para pihak bebas 
menentukan apakah hak dan kewajiban mereka akan dialihkan atau tidak.

Dalam praktek perjanjian yang diadakan antara para pihak ternyata 
terdapat 3 (tiga) kemungkinan variasi yang terjadi, yaitu sebagai berikut: 
1.	 Kemungkinan pertama, dinyatakan bahwa masing-masing pihak baik 

prinsipal maupun agen tidak berhak untuk mengalihkan sebagian atas 
seluruh hak dan kewajibannya, tanpa adanya persetujuan dari pihak 
lain.

2.	 Kemungkinan kedua, prinsipal boleh mengalihkan apa yang menjadi 
hak dan kewajibannya kepada pihak ketiga, tetapi agen tidak.

3.	 Kemungkinan ketiga, prinsipal boleh mengalihkan apa yang menjadi 
hak dan kewajibannya kepada pihak ketiga, akan tetapi agen hanya 
diperbolehkan untuk mengalihkan hak dan kewajibannya apabila 
diperoleh persetujuan untuk itu dari pihak prinsipal.

Dalam perjanjian juga para pihak biasanya akan merumuskan secara 
jelas peristiwa apa-apa saja yang menjadi perselisihan (events of defaults) yang 
memberikan dasar bagi masing-masing pihak untuk memutus perjanjian 
keagenan/distributor di antara mereka. Biasanya yang dikategorikan sebagai 
events of defaults antara lain adalah:
1.	 Apabila agen distributor lalai melaksanakan kewajibannya, sebagaimana 

tercantum pada perjanjian keagenan/distributor termasuk kewajiban 
melakukan pembayaran.

2.	 Apabila agen/distributor melaksanakan apa yang sebenarnya tidak 
boleh dilakukan.

3.	 Apabila para pihak jatuh pailit;
4.	 Keadaan-keadaan lain yang menyebabkan para pihak tidak dapat 

melaksanakan apa yang menjadi kewajiban-kewajibannya.

Bila para pihak ingin memutuskan perjanjian, tetap harus diperhatikan 
ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata yang pada dasarnya menyatakan 
bahwa pembatalan suatu perjanjian hanya dapat dilakukan setelah 
adanya keputusan pengadilan. Dengan perkataaan lain, prinsipal yang 
bermaksud memutuskan perjanjian keagenan dengan agennya, tidak 
cukup hanya dengan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis saja 
akan maksudnya itu. Prinsipal harus mengajukan gugatan ke pengadilan 
negeri yang berwenang dan menunggu adanya keputusan pengadilan yang 
membenarkan dilakukannya pemutusan perjanjian keagenan.

Oleh karena sistem hukum perjanjian kita menganut sistem ekonomi 
terbuka, maka dalam praktek untuk menghindari prosedur tadi, para pihak 
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dengan tegas menyatakan di dalam salah satu pasal perjanjiannya bahwa 
untuk perjanjian keagenan, mereka setuju untuk mengenyampingkan 
berlakunya ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata. Dengan mengeyampingkan 
Pasal 1266 ini, para pihak dapat melakukan pemutusan perjanjian keagenan 
dengan ketentuan-ketentuan yang mereka perjanjikan dalam perjanjiannya. 

Hal ini perlu diperhatikan dalam suatu perjanjian keagenan/distributor 
adalah adanya pilihan hukum yang akan dipakai para pihak. Sebab dalam 
hukum perdata internasional kita kenal adanya asas pilihan hukum ( choice 
of law)

b.	 Franchise

Franchise dipandang bukan sebagai suatu usaha (bisnis), melainkan 
sebagai suatu konsep, metode ataupun sistem pemasarannya yang dapat 
digunakan oleh suatu perusahaan (franchisor) untuk mengembangkan 
pemasarannya tanpa melakukan investasi langsung pada outlet (tempat) 
penjualan, melainkan dengan melibatkan kerja sama pihak lain (franchisee) 
selaku pemilik outlet sosok ini merupakan konsep tradisional.

Kata franchise sebenarnya berasal dari bahasa Perancis yang berarti 
bebas, atau lebih lengkap lagi bebas dari perhambaan (free form servitude). 
Dalam bidang bisnis franchise berarti kebebasan yang diperoleh seorang 
wirausaha untuk menjalankan sendiri suatu usaha tertentu di wilayah 
tertentu.

Franchise ini merupakan suatu metode untuk melakukan bisnis, yaitu 
suatu metode untuk memasarkan produk atau jasa ke masayarakat. Lebih 
spesifik lagi, franchising adalah suatu konsep pemasaran. Sedangkan pakar 
lain melihat franchise tidak hanya sekadar suatu metode atau konsep tetapi 
lebih merupakan suatu sistem. Suatu metode atau konsep yang dapat 
dioperasionalkan dalam kerangka atau tatanan yang membuat hubungan 
lebih teratur dan terarah, antar subsistem yang satu dengan subsistem yang 
lain. Oleh karenanya franchise diartikan sebagai suatu sistem pemasaran atau 
sistem usaha untuk memasarkan produk atau jasa tertentu.

Dapat juga disebutkan bahwa franchise adalah hubungan berdasarkan 
kontrak lisensi yang menimbulkan cara memasarkan barang atau jasa 
dengan memberi unsur kontrol tertentu kepada pemasok (franchisor) sebagai 
imbalan bagi yang diperoleh oleh pihak yang mendapat hak (franchisee) 
untuk menggunakan merek dan nama barang franchisor.

Perusahaan yang memberikan lisensi disebut Franchisor dan penyalurnya 
disebut franchisee. Perusahaan kecil mendefinisikan franchising sebagai 
suatu sistem dari distribusi di mana suatu perusahaan yang dimiliki oleh 
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seseorang diselenggarakan seolah-olah merupakan bagian dari suatu 
rangkaian yang besar, lengkap dengan nama produk, merek dagang, dan 
prosedur penyelenggaraan standar.

Ada 4 (empat) hal yang menonjol dalam hal pemasaran konsep 
franchise yaitu product, price, place/distribution dan promotion (4P). keempat 
hal yang spesifik ini terutama tampak pada aspek distribusinya yang dalam 
operasionalnya melibatkan kerja sama dengan pihak lain yang independen.

Franchise dapat didefinisikan sebagai suatu sistem pemasaran atau 
distribusi barang dan jasa, di mana sebuah perusahaan induk (franchisor) 
memberikan kepada individu atau perusahaan lain yang berskala kecil dan 
menengah (franchisee), hak-hak istimewa untuk melaksanakan suatu sistem 
usaha tertentu dengan cara yang sudah ditentukan, selama waktu tertentu, 
di suatu tempat tertentu.

British Franchise Association (BFA) mendefinisikan franchise sebagai 
berikut: franchise adalah contractual licence yang diberikan oleh suatu pihak 
(franchisor) kepada pihak lain (franchisee ) yang:
a.	 Mengizinkan franchisee untuk menjalankan usaha selama periode 

franchise berlangsung, suatu usaha tertentu yang menjadi milik 
franchisor.

b.	 Franchisor berhak untuk menjalankan Kontrol yang berlanjut selama 
periode franchise.

c.	 Mengharuskan franchisor untuk memberikan bantuan pada franchisee 
dalam melaksanakan usahanya sesuai dengan subjek franchisenya 
(berhubungan dengan pemberian pelatihan, merchandising atau lainnya).

d.	 Mewajibkan franchisee untuk secara periodik selama periodik franchise 
berlangsung, membayar sejumlah uang sebagai pembayaran atas 
franchise atau produk atau jasa yang diberikan oleh franchisor kepada 
franchisee.

e.	 Bukan merupakan transaksi antara perusahaan induk (holding company) 
dengan cabangnya atau antara cabang dari perusahaan induk yang sama, 
atau antara individu dengan perusahaan yang dikontrolnya.
Setiap hubungan bisnis yang ada selalu saja ada faktor kerugian dan 

keuntungannya. Demikian juga dengan bisnis franchise ada keuntungan dan 
kerugian yang terjadi di dalamnya. Keuntungan dari bisnis franchise dapat 
dikemukakan sebagai berikut:
1.	 Diberikannya latihan dan pengarahan yang diberikan oleh franchisor, 

latihan awal ini diikuti oleh pengawasan yang berlanjut.
2.	 Diberikannya bantuan financial dari franchisor. Biaya permulaan tinggi, 
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dan sumber modal dari pengusaha sering terbatas. Bila prospek usaha 
dianggap suatu risiko yang baik, franchisor sering memberikan dukungan 
financial kepada franchisee.

3.	 Diberikannya penggunaan nama perdagangan, produk atau merek yang 
telah dikenal, nama-nama seperti Wendy’s, perwakilan Walgreen, Dairy 
Queen, Holiday Inn, Mc Donald’s, KFC, Pizza Hut, CFC, dan NAPA 
tentu telah dikenal secara luas.

Sedangkan kelemahan dalam bisnis franchise adalah sebagai berikut:
1.	 Adanya program latihan yang dijanjikan oleh franchisor kadangkala jauh 

dari apa yang diinginkan oleh franchisee;
2.	 Perincian setiap hari tentang penyelenggaraan perusahaan sering 

diabaikan.
3.	 Hanya sedikit sekali kebebasan yang diberikan kepada franchisee untuk 

menjalankan akal budi mereka sendiri. Mereka mendapatkan diri 
mereka terikat pada suatu kontrak yang merlarang untuk membeli 
peralatan baik peralatan maupun perbekalan dari tempat lain.

4.	 Pada bisnis franchise jarang mempunyai hak untuk menjual perusahaan 
kepada pihak ketiga tanpa terlebih dahulu menawarkannya kepada 
franchisor dengan harga yang sama.

c.	 Penggabungan Perseroan Terbatas (Joint Venture)

Kata joint Venture jika diterjemahkan dapat berarti berusaha secara 
bersama-sama. Usaha bersama tersebut dapat mencakup semua jenis kerja 
sama. Seorang ahli bernama Friedman membedakan adanya dua macam 
joint venture yaitu5:
a.	 Joint venture yang tidak melaksanakan penggabungan modal, sehingga 

kerja sama tersebut hanya terbatas pada know-how yang dibawa ke dalam 
joint venture. Know-how di sini mencakup “technical servise agreements, 
franchise and brand use agreement, contruction and other job performance 
contract, management contracts and rental agreements”. Menurut Friedman, 
penggabungan know-how ke dalam joint venture biasanya merupakan 
babak pertama menuju kerja sama yang lebih permanen, yang pada 
saatnya akan beralih pada kerja sama berdasarkan penggabungan modal.

b.	 Jenis kedua adalah joint venture yang ditandai oleh partisipasi modal. 
Untuk membedakan jenis pertama dengan jenis kedua, Friedman 

5Friedman dalam Napitupulu (1986), Joint Ventures di Indonesia, Erlangga, 
Jakarta, 1986, hal. 24.
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menggunakan istilah joint venture untuk yang pertama, dan equity joint 
venture untuk jenis yang kedua.

Bila kita lihat pengertian joint venture seperti yang dikemukakan. 
Tampaknya Friedman agak berlainan dengan yang dikenal dalam praktek 
sehari-hari, karena partisipasi sesuatu perusahaan dalam usaha perusahaan 
sudah digolongkan pada joint venture.

Dalam pengertian sehari-hari, joint venture seringkali merupakan suatu 
perusahaan baru yang didirikan bersama-sama oleh beberapa perusahaan 
yang berdiri sendiri dengan menggabungkan potensi usaha termasuk 
Know-how dan modal, dalam perbandingan yang telah ditetapkan menurut 
perjanjian atau kontrak yang telah sama-sama disetujui.

Istilah joint venture sering juga dinyatakan dengan istilah lain seperti 
Foregin Collaborations, International Enterprise, dan sebagainya. Pada hakikatnya 
istilah tersebut ialah usaha joint venture seperti yang disebut di atas, 
walaupun multinational enterprise mencakup Negara-negara yang lebih besar 
jumlahnya, seperti perusahaan-perusahaan raksasa Amerika, Eropa, dan 
Jepang, yang bekerja sama dengan modal-modal domestik di mana-mana. 
Misal: General Motors Ford Motor, Standar Oil, General Electric, Hitachi dan 
sebagainya.

Dari pengertian di atas, dapat disebutkan bahwa usaha joint venture 
memiliki tanda-tanda sebagai berikut:
a.	 Adanya perusahaan baru yang didirikan bersama-sama oleh beberapa 

perusaahan lain;
b.	 Adanya modal perusahaan joint venture yang terdiri dari know-how dan 

modal saham yang disediakan oleh perusaahaan-perusahaan pendiri. 
Kekuasaan dalam joint venture sesuai dengan banyaknya saham yang 
ditanam oleh masing-masing perusaahaan pendiri;

c.	 Bahwa perusahaan-perusahaan pendiri joint venture tetap memiliki 
eksistensi dan kemerdekaan masing-masing;

d.	 Khusus untuk Indonesia seperti yang kita kenal sampai sekarang, 
joint venture merupakan kerja sama antara perusahaan domestik dan 
perusaahaan asing, tidak menjadi soal apakah modal pemerintah atau 
modal swasta.

Selanjutnya, Aminuddin Ilmar6, menyatakan bahwa dalam praktiknya 
joint venture diartikan sebagai suatu kerja sama yang dilakukan secara 

6Aminuddin Ilmar (2004), Hukum Penanaman Modal di Indonesia, Kencana 
Jakarta, hal. 58.
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bersama sama dan merupakan suatu perusahaan baru yang didirikan secara 
bersama sama oleh dua orang atau lebih pihak dengan menggabungkan 
potensi usaha termasuk know-how dan modal, dalam perbandingan yang 
ditetapkan menurut perjanjian yang telah disepakati. Yang dalam litetur 
asing istilah joint venture dinyatakan dengan antara lain foreign collaboration, 
international enterprise, dan sebagainya.

c.1. 	Bentuk-bentuk Kerjasama Penanaman Modal 
1 (i). Kerja sama ( joint venture ) kontraktuil.
Joint venture pada dasarnya adalah kerja sama antara perusahaan asing 

dan perusahaan dalam negeri dalam suatu kegiatan usaha yang semata-mata 
hanya didasari oleh suatu perjanjian atau kontrak ( kontraktuil), yang tidak 
membentuk suatu perusahaan/badan hukum baru.

Keadaan ini perlu dibedakan dengan peristilahan joint interprise, yang 	
membentuk perusahaan/badan hukum baru, sebagaimana yang dimaksud 
dalam Pasal 3 UUPMA 1967.

Dalam praktek dijumpai beberapa variasi joint venture tersebut:
 Technical Assistence (service ) Contract: Obyek perjanjian/kegiatan: skill, dan 
cara kerja (methode) Untuk meningkatkan produksinya, suatu perusahaan 
nasional memerlukan “technical assistent” dari suatu perusahaan asing agar 
dapat memperoleh peralatan yang diinginkan serta mengoperasiankannya 
secara optimal. Adapun imbal jasa dari “technical assisten” tersebut 
nantinya akan dibayar dengan royalty, yang diambilkan dari hasil penjualan 
produknya.
 L i c e n c i n g: Kebijaksanaan untuk menarik modal asing selalu didasari 
dengan pertimbangan agar sumber dana luar negeri tersebut dapat 
dimanfaatkan untuk menutup kekurangan modal dalam negeri tanpa 
menimbulkan ketergantungan pada modal luar negeri. 

Masuknya modal luar negeri selalu diikuti oleh tehnologi, serta keahlian 
manajemen sehingga dapat mempercepat pembangunan/industrialisasi, 
dengan dampak positif membuka lapangan kerja, alih tehnologi dan 
peningkatan kemampuan perekonomian.

Berbicara mengenai alih tehnologi (transfer of technology), yang terkait 
erat dengan industrialisasi dalam kenyataannya harus dibeli/ditebus dengan 
harga yang tinggi, sehingga tehnologi adalah merupakan komoditi yang 
mahal.

Alih tehnologi dalam penanaman modal asing selalu dikaitkan dengan 
bidang bidang yang menjadi otoritas Intellectual Property Rights (IPRs) sesuai 
dengan tahapan pemilihan tehnologi yang akan dipergunakan, misalnya 
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dalam tahapan produksi dalam bentuk paten, sedangkan pada saat produk 
dipasarkan dalam bentuk merek.

Pengertian tehnologi dalam kegiatan penanaman modal asing (PMA) 
mempunyai makna:
1.	 Alih tehnologi dalam pengertian penyerapan tehnologi ( abstrak)
2.	 Alih tehnologi dalam pengertian mewarisi perusahaan, karena habis 

ijin usahanya, karena perjanjian, konpensasi ataupun nasionalisasi, 
yang kemudian dijalankan sepenuhnya oleh modal nasional ( riil).

Dalam pelaksanaannya perangkat hukum Intellectual Property Rights 
(IPRs) adalah merupakan prasyarat terjadinya alih tehnologi, yang berarti 
tanpa perangkat hukum tersebut yang antara lain terdiri dari Hak Cipta, 
Merek, Paten, Rahasia Dagang, Desain produk Industri, Desain Tata letak 
Sirkuit Terpadu, Varitas Tanaman, maka laju alih tehnologi akan lamban. 
Karena para investor asing akan berkeberatan membawa serta tehnologi 
mereka tanpa jaminan hukum yang jelas.
  Lisensi Silang, Cross Licensing Dalam perkembangan hubungan 
antara kegiatan licensor dan licensee, apabila licensee menemukan suatu 
pruduk atau formula baru dari hasil pengembangan obyek lisensi yang 
diperjanjikan, maka terjadilah cross licensing, dimana licensee awal yang 
berhasil mengembangkan produk menjadi licensor, dan licensor - awal akan 
menjadi 	licensee atas produk baru yang menjadi obyek yang diperjanjikan.

Melalui Konferensi PBB tentang Perdagangan dan pembangunan, 
UNCTAD, United Nations Conference On trade And Delevopment, dikembangkan 
Code of  Conduct bagi para pemberi licensor/licensee.

Prinsip ini diterapkan di Amerika Latin yang membuat ketentuan bahwa 
dalam licencing Agreement tidak boleh ada ketentuan yang melarang licensee 
mengembangkan tehnologi yang diperolehnya. 

Ada beberapa alasan yang dapat dikemukankan mengapa perlu 
dilakukan usaha penggabungan suatu perseroan. Alasan-alasan dimaksud 
antara lain sebagai berikut:
a.	 Untuk mengambil alih suatu perusahaan yang sedang berjalan untuk 

memperluas suatu pasaran;
b.	 Untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pajak;
d.	 Untuk mendapatkan sumber-sumber baru bagi barang-barang;
e.	 Untuk memperoleh cadangan uang tunai.

Perlu dikemukakan bahwa penggabungan joint venture berbeda dengan 
teori yang ada pada literatur yang menyebutkan adanya 3 (tiga) bentuk 
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penggabungan usaha suatu badan hukum yaitu konsolidasi, merger, dan 
akuisisi.
a.	 Konsolidasi berarti bergabungnya dua atau lebih suatu badan usaha 

menjadi suatu badan usaha baru. Misalnya: PT A, PT B, PT C dilebur 
menjadi satu perseroan yang baru misalnya menjadi PT D.

b.	 Merger berarti penggabungan beberapa badan usaha, di mana sampai 
saat ini peraturan mengenai merger hanya ada untuk usaha di bidang 
perbankan saja sesuai dengan SK Menteri Keuangan Nomor: 278/
KMK.01/1989 tanggal 25 Maret 1989 dan Surat Edaran Bank Indonesia 
Nomor: 21/15/BPPD. Misalnya: PT Bank A, PT Bank B, PT Bank C 
bergabung dengan PT Bank A. PT Bank B, dan PT Bank C dibubarkan/
dimatikan (dissolve). 

c.	 Akuisisi berarti pengambilalihan suatu badan usaha oleh badan usaha 
lain dengan tetap menggunakan badan usaha yang lama.

d.	 Usaha Bangun Guna Serah BOT (Built Operate and Transfer)

Lembaga BOT sebagai bentuk hubungan bisnis yang terakhir ini 
tampaknya masih jarang dikenal oleh masyarakat luas. Namun dalam 
praktek bisnis sehari-hari bentuk lembaga BOT sudah mulai berjalan dan 
menjadi perhatian yang menarik untuk ditelusuri lebih jauh.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 248/KMK.04/1995 
tanggal 2 Juni 1995, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Bangun 
Guna Serah adalah suatu bentuk perjanjian kerja sama yang dilakukan 
antara pemegang hak atas tanah dengan investor, yang menyatakan 
bahwa pemegang hak atas tanah memberikan hak kepada investor untuk 
mendirikan bangunan selama masa perjanjian bangun guna serah (BOT), 
dan mengalihkan kepemilikan bangunan tersebut kepada pemegang hak 
atas tanah setelah masa guna serah berakhir.

Hubungan bisnis bangun guna serah ini akan membawa keuntungan 
bagi kedua belah pihak. Di satu pihak si pemilik tanah tidak mempunyai 
modal untuk membangun di atas tanah tersebut. Sedangkan si pemilik 
modal (investor) mempunyai dana, namun tidak memiliki tanah untuk 
membangun. Dengan demikian lembaga ini membawa kepentingan yang 
sama-sama baik bagi kedua belah pihak. Hal ini tentu saja harus jelas 
disebutkan klausula-klausula perjanjian bangun guna serah yang akan 
mereka buat. Dan perjanjian yang akan dibuat oleh si pemilik maupun si 
investor tentunya akan berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku 
seperti KUHPerdata serta adanya itikad baik untuk melaksanakannya.
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Bila ditilik dari sudut perpajakannya, ternyata hubungan bisnis bangun 
guna serah telah diatur secara jelas dalam SK Menteri di atas. Misalnya dapat 
disebutkan bahwa biaya mendirikan bangunan di atas tanah yang dikeluarkan 
oleh investor merupakan nilai perolehan investor untuk mendapatkan hak 
menggunakan atau hak mengusahakan bangunan tersebut, dan jumlah 
biaya yang dikeluarkan tersebut oleh investor diamortisasi (disusutkan) 
dalam jumlah yang sama besar setiap tahunnya selama masa perjanjian 
bangun guna serah.
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tindak pidana korupsi. Ia juga aktif sebagai saksi ahli dalam perkara-perkara 
pidana diantaranya pernah memberikan keterangan ahli baik ditingkat 
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penyidikan maupun di pengadilan, diantaranya pernah memberikan 
keterangan ahli di polres siak, polres Inhu dan di Pengadilan Negeri Siak. 
Selain itu juga, ia juga sebagai pengacara yang tergabung dalam wadah 
Peradi. Email hudaroel746@gmail.com HP: +681371366895.

Riadi Asra Rahmad, Dr., S.H., M.H.
Dilahirkan di Pekanbaru, 17 Januari 1967. Dosen tetap Fakultas Hukum 
Universitas Islam Riau (2014-sekarang)., menyelesaikan S1 pada 
Fakultas Hukum dan S2 Magister Hukum Universitas Andalas. Kemudian 
menyelesaikan S3 pada program doktor Pascasarjana Ilmu Hukum 
Universitas Islam Bandung dalam bidang Hukum Pidana pada tahun 2014. 
Beliau juga cukup produktif dalam publikasi buku dan artikel jurnal.

Roni Sahindra, S.H., M.H.
Lahir di Pekanbaru pada tangal 14 September 1979, alumni S1Fakultas 
Hukum dan S2 Magister Hukum Universitas Islam Riau. Sejak tahun 2012 
bergabung dengan almamaternya sebagai Dosen Tetap FH UIR. Saat ini 
diamanahkan menjadi Kepala Labor Ilmu Hukum FH UIR. Di samping 
mengajar, juga kerap terlibat dalam kegiatan penelitian dan pengabdian 
pada masyarakat. Untuk kontak email: ronishaindra@yahoo.com dan 
ronishaindra@gmail.com. 

Rosyidi Hamzah, Dr., S.H., M.H.
Lahir di Pekanbaru, 15 Appril 1987. Dosen Fakultas Hukum Universitas 
Islam Riau sejak tahun 2011. Sarjana Hukum (S.H) diselesaikan di Fakultas 
Hukum Universitas Islam Riau pada tahun 2010. S2 (MH) diraihnya pada 
Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila Jakarta dan S3 Dalam Bidang 
Hukum Perusahaan diselesaikan pada Program Pascasarjana Fakultas 
Hukum Universitas Islam Bandung pada 2015. Sejak 2016 hingga kini beliau 
menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Admnistrasi Dan Keuangan FH UIR.

Selvi Harvia Santri, S.H., M.H.
Dilahirkan di Padang, 30 April 1984. Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas 
Islam Riau (2014-sekarang) sebagai Dosen Kontrak Personal Garansi. 
menyelesaikan S1 pada Fakultas Hukum dan S2 Magister Hukum Universitas 
Andalas dan mendapatkan Penghargaan Lulus dengan Pujian (Cum Laude). 
Sebelumnya Penulis pernah mengajar di Fakultas Hukum Universitas Andalas, 
Politeknik Negeri Padang, dan IAIN Imam Bonjol Padang. Dan Saat ini Penulis 
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aktif mengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau (UIR), dan Penulis 
telah menghasilkan tulisan pada Jurnal ilmu hukum di “YUSTISIA” Fakultas 
Hukum Unand” Vol 24 N0 2 Tahun 2016. Penulis juga aktif mengikuti 
kegiatan seminar dan penelitian di Fakultas Hukum UIR.

Sri Arlina, S.H., M.H.
Dilahirkan di Pekanbaru pada tanggal 26 Desember 1982 Sri Arlina 
memperoleh gelar Sarjana Hukum dari FH Universitas Riau pada tahun 2005 
dan meraih Magister Hukum dari Program Pascasarjana UIR pada tahun 
2007. Sejak tahun 2009 mengabdi pada FH UIR sebagai dosen Personal 
Garansi. Beliau juga aktif dalam kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah. 

Suparto, H. Dr. Ir., M.Si., S.H., M.H.
Dilahirkan di Bangkalan, 8 Agustus 1969. Dosen tetap Fakultas Hukum 
Universitas Islam Riau (2012-sekarang). menyelesaikan S1 pada Fakultas 
Kehutanan di Institut Pertanian Bogor (IPB), tahun 1992, S2 Diselesaikan 
pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Riau dalam 
bidang Hukum Tata Negara pada tahun 2009. Kemudian menyelesaikan S3 
pada program doktor Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung 
dalam bidang Hukum Tata Negara pada tahun 2012. Pada 2016 Suparto 
meraih gelar Sarjana Hukum dari FH UIR. Beliau juga sangat produktif 
dalam publikasi buku dan karya ilmiah pada jurnal nasional berakreditasi. 

Surizki Febrianto, Dr., S.H., M.H.
Dilahirkan di Pekanbaru, 8 Agustus 1989. Dosen tetap Fakultas Hukum 
Universitas Islam Riau (2012-sekarang). menyelesaikan S1 pada Fakultas 
Hukum UIR tahun 2010ndan S2 Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana 
UIR tahun 2012. Kemudian menyelesaikan S3 pada program doktor 
Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung dalam bidang Hukum 
Kontrak Syariah pada tahun 2015. 

Syafriadi, H., Dr., S.H., M.H.
Dosen Fakultas Hukum Universtas Islam Riau. Ia juga seorang jurnalis 
yang tunak di profesinya selama 26 tahun. Menyelesaikan program doktor 
ilmu hukum di Universitas Islam Bandung, lelaki kelahiran Desa Pangkalan 
Koto Baru tahun 1966 ini, juga aktif menulis di berbagai media harian di 
Riau. Buah fikirnya tentang isu-isu kontemporer dapat disimak di rubrik 
Simpai AZAM, tabloid yang diasuhnya sejak tahun 1998. Selain mengajar, 
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jebolan Fakultas Hukum UII Yogyakarta ini terlibat aktif mengelola 
sejumlah organisasi. Antara lain Ketua Bidang Anggota SPS (Serikat 
Perusahaan Pers) Pusat (2015-2019, Ketua SPS Cabang Riau (2007-2009, 
2009-2012, 2012-2015), Wakil Sekretaris KONI Riau (2014-2019), Ketua 
Umum Masjid Nurul Ibadah (2010-2013, 2013-2016), dan lain-lain. Juga 
menjadi pembicara seminar dan workshop jurnalistik yang diselenggarakan 
organisasi pers dan pemerintah daerah. Beberapa buku yang pernah 
disuntingnya, “Membangun Kebebasan Pers Riau yang Bermartabat” (2011), 
“Menuju Kampar Gemilang” (2010) dan Riau Kontemporer (2002). Sering 
pula diminta menjadi staf ahli pembahasan rancangan peraturan daerah 
oleh DPRD Riau dan DPRD Kabupaten Kampar

Syafrinaldi, H., Prof. Dr., S.H., M.C.L.
Lahir di Pekanbaru, 28 November 1963. Guru Besar Dan Dekan Fakultas 
Hukum Universitas Islam Riau. Sarjana Hukum diperoleh pada FH 
Universitas Andalas Padang tahun 1988, S2 (MCL) diselesaikan pada Faculty 
of Law, Delhi University, India tahun 1992 dan Gelar Doktor (S3) diraih 
pada Universitaet der Bundeswehr Muenchen, Germany pada Juni 2000. 
Sejak Mei 2006 diangkat sebagai Guru Besar FH UIR dalam bidang Hukum 
Internasional Dan Hak Milik Intelektual. Pernah menjabat sebagai Direktur 
Program Pascasarjana UIR periode 2001 – 2012. Berbagai publikasi Buku 
Dan Artikel Hukum yang diterbitkan di dalam dan di luar negeri (terindeks 
Scopus) dalam bidang hak milik intelektual dan hukum internasional. Guru 
Besar Tamu pada beberapa Program Pascasarjana baik tingkat Prodi Magister 
(S2) hukum dan Kenotariatan maupun Prodi Doktor (S3) ilmu Hukum. 
Untuk kontak: email: syafrinaldi40@yahoo.com; dan syafrinaldi@law.uir.
ac.id dan Mobile: +628127538602.

Thamrin S., Dr., S.H., M.Hum.
Lahir di Kuok pada tanggal 26 September 1954. Meraih gelar Sarjana 
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau (UIR) pada tahun 
1981. Meraih gelar Magister Hukum dari Pasca Sarjana Universitas 
Gajah Mada pada tahun 1993 dan gelar Doktor ilmu hukum diraihnya 
dari Program Doktor Pascasarjana UNISBA Bandung tahun 2016 dalam 
bidang Hukum Ketenagakerjaan. Wakil Rektor IV Bidang Kerjasama UIR 
periode 2009-2013 ini juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan 
Pengupahan Prov. Riau periode 2014-2016. Saat ini beliau menjabat 
sebagai Ketua Departemen Hukum Perdata FH UIR.
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Umi Muslikhah, S.H., M.H.
Merupakan wanita kelahiran Pekanbaru, 11 Agustus 1991. Penulis 
menyelesaikan studi Strata 1 (2013) di Fakultas Hukum Universitas Riau 
dengan Bidang Kajian Hukum Tata Negara. Selanjutnya, penulis melanjutkan 
Studi pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Riau 
(2016) dengan Bidang Kajian yang sama. Saat ini, kegiatan sehari-hari 
penulis menjadi Dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Wira Atma Hajri, S.H., M.H.
Wira Atma Hajri, lahir di Bangkinang (Riau), 11 Maret 1990. Meraih 
gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau (UIR) 
Pekanbaru (2008-2012) sebagai Pemuncak dengan IPK 3,81. Magister 
Ilmu Hukum di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta (2012-
2013) dengan prediket Cumlaude/IPK 3,83 dalam masa studi 13 bulan. Saat 
ini Dosen pada FH UIR. Selain itu, sebagai orang yang berkecimpung di 
dunia kampus, juga aktif menulis baik untuk kolom jurnal maupun opini di 
beberapa media. Opini tersebut tersebar misalkan di Harian Bhirawa (Jawa 
Timur), Metrosiantar (Sumatera Utara), Babel Pos, Radar Bangka (Bangka 
Belitung), Riau Pos, Haluan Riau, Koran Riau, dan sebagainya. Di samping 
itu, penulis juga juga aktif mengisi khutbah/ceramah/pengajian di bawah 
naungan Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) Kota Pekanbaru 2011-sekarang. 
Alamat Rumah Jl. Stanum, Gg. Berkah, RT/RW 02/02 Dusun Merbau, Desa 
Salo Timur, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. No. hp: 
0852 6576 2555. E-mail: wiraibnuhajar@yahoo.co.id

Zul Akrial, S.H., M. Hum., Ph. D. 
Lahir di daerah pegunungan nun jauh disana, yang berhawa dingin dan 
sejuk, Kerinci, Jambi. Selepas SMA di Kabupaten Kerinci, merantau ke 
bumi Lancang Kuning, Riau, dan menamatkan Sarjana Hukum (S1) pada 
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau (UIR), 1992, dan pada tahun itu 
juga mendapat kesempatan untuk mengabdi pada almamaternya sebagai staf 
pengajar. Pada tahun 1998 menyelesaikan Program Magister Ilmu Hukum 
(S2) Universitas Diponegoro (UNDIP), Semarang, dan pada tahun 2013 
menyelesaikan Program Doktor (S3) pada College of Law,  Government and  
International Studies (COLGIS), Universiti Utara Malaysia (UUM).
Pernah menduduki posisi jabatan Pembantu Dekan II (Juni 2000 – 
Nopember 2001), kemudian mulai Nopember 2001 – Mei 2004, dipercaya 
untuk memegang jabatan Pembantu Dekan I (Bidang Akademis); 2012 – 
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2016 dan 2016 – 2020 dipercaya untuk berkiprah sebagai Ketua Bagian/
Departemen Hukum Pidana. Blog: http://zulakrial.blogspot.com E-mail: 
zul_akrial@yahoo.co.id dan zulakrial@law.uir.ac.id

Zulkarnain. S., S.H., M.H., 
lahir di Padang, 27 Juli 1967, Pendidikan Sekolah Dasar (SD Negeri No. 
47), Sekolah Menengah Pertama (SMP Negeri 2) dan Sekolah Menengah 
Atas (SMA Negeri 2 ) semuanya diselesaikan di kota Padang (Sumatera 
Barat). Pada tahun 1987 penulis mendapat mahasiswa undangan Lewat jalur 
PMDK dan diterima pada Fakultas Hukum Universitas Andalas (UNAND ) 
dan tamat tahun 1992 dan selanjutnya menyelesaikan Magister Hukum Di 
Pasca Sarjana (PPs) Universitas Islam Riau tahun 2008, sekarang Penulis 
sedang menempuh Program Doktor (S.3) Ilmu Hukum di Universitas Islam 
Bandung.
Penulis adalah Dosen Kopertis Wilayah X, dpk. Pada Fakultas Hukum 
Universitas Islam Riau Sejak tahun 2005 sampai sekarang. Sebagai PNS 
penulis merupakan lulusan terbaik Diklat Pra Jabatan, angkatan XX yang 
diselenggarakan oleh Departemen Dalam Negeri bertempat Di Kampus 
IPDN Baso. Kab Agam (Sumatera Barat). Selain menjadi Dosen di berbagai 
fakultas di lingkungan UIR, penulis juga Sebagai ketua tim Pemantau 
kinerja Polri Untuk Wilayah Polda Riau Mitra kerja dengan Kompolnas RI, 
Disamping itu penulis juga merupakan anggota Majelis Pengawas Daerah 
Notaris (MPD) Kabupaten Kampar serta anggota Pelayanan Komunikasi 
Masyarakat (Yankomas) dan Anggota Tim kajian HAM mitra kerja dengan 
Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM provinsi Riau. 
Alamat; Jln HR Subrantas No. 35 RT 003 RW 008 Kelurahan Tuah Karya, 
Kecamatan Tampan, Pekanbaru, Riau. Email: zulsan67@gmail.com. HP: 
085263359943.

R. Febrina Andarina Zaharnika, S.H.,M.H. 
lahir di Pekanbaru, 24 Februari 1994. Menamatkan pendidikan S1 Ilmu 
Hukum spesifikasi jurusan Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas 
Islam Riau (UIR), dan Menamatkan pendidikan S2  spesifikasi jurusan 
Hukum Bisnis di Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau (UIR). 
Aktif mengajar sebagai Asisten Dosen dari Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, 
S.H.,M.H. di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau untuk mata kuliah 
Hukum Dagang, Hukum Perdata Internasional, Bahasa Indonesia Hukum. 
Pernah mendapatkan Prestasi program kelulusan (S1) Mahasiswa Pemuncak 
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dari Fakultas Hukum, dengan Predikat (Cum Laude) di Fakultas Hukum 
Universitas Islam Riau, pernah berpartisipasi sebagai Anggota Badan 
Eksekutif Mahasiswa (BEM) di Bidang  Kepala Dinas Pemberdayaan 
Perempuan. Dan serta pernah berpengalaman bekerja di Kejaksaan Tinggi 
Riau (KAJATI RIAU) Pekanbaru dibidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus).
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